
BERITADAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 101 

PERATURAN GUBERNURJAWATENGAH 

NOMOR 101 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJASEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANADAERAH PROVINS! JAWA TENG AH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwadalam rangkamelaksanakanketentuanPasal 
34 PeraturanDaerahProvinsi Jawa TengahNomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Lembagal.ainDaerahProvinsi Jawa Tengah, maka 

· perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
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Mengingat 

904 

Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 
Norn or 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten�g 
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuangarrAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4723); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);, 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembangian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(l.embaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor4741); ·. 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran DaerahProvinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

10. PeraturanDaerahProvinsiJawaTengahNomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 
2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomorl6); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN 
PENANGGULANGANBENCANADAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH. 

8. 

9. 

Kepala SekretariatBadanPenanggulangan BencanaDaerah yang 
selanjutnya disebut KALAK.HAR BPBD adalah Kepala 
Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. · 

JabatanF�ionaladalahkedudukanyangmemmjukkan,tugas, 
�gJawab, wewenang danhak seseorangPegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mancliri. 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

3. PemerintahDaerahadalahPemerintahProvinsi Jawa Tengah. 

4. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
6. BadanPenanggulanganBencanaDaerah yang selanjutnya disebut 

BPBD adalahBadanPenanggulanganBencanaDaerahProvinsi 
Jawa Tengah. . 

7. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat BPBD adalah Sekretariat Badan 
P�gulanganBencana DaerahProvinsi Jawa 'Iengah, 
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BAB II 
PENJABARAN TUGAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama · 
Sekretariat BPBD 

Pasa12 .. 
Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan . 
dan pelaksanaan kebijakan.daerah di bidang penanggu1angan bencana 
daerah. 

Pasal3 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Sekretariat BPBD mempunyai fungsi: 

a. penunusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di bidang bencana; · · · 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan 
dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi · dan 
rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan 
kabupaten/ kota; · 
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan 
bencana; 

e. . pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, 
rumah tangga dan ketatausahaan di lingkunganBPBD; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

( 4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BPBD 
yang dipimpin oleh salah satupersonil Satuan Tugas yang ditunjuk 
olehKALAK.HARBPBD; 

(5) Kelompok JabatanFungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional 
Senior sebagai Ketuakelompok dan bertanggungjawab kepada 
KALAKHARBPBD. 

(2) 

(3) 

Pasal 7 

Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Bagian Tata Usahamempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang program; 

Bagian Ketiga 
Bagian Tata Usaha 

Pasal 6 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoonlinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidangprogram, keuangan, umum dan 
kepegawaian, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang keuangan; 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang umum dankepegawaian; 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh K.ALAKHARBPBD 
sesuai dengan tugas dan fimgsinya 

c. 

b. 

d. 

Bagian Kedua 
KALAKHARBPBD 

Pasal4 

KALAKHAR BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasa15 

(1) K.ALAKHARBPBD, membawahkan: 

a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bidang PencegahanDan Kesiapsiagaan; 

c. BidangPenangananDarurat; 
d. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi; 

e. Bidang Logistik Dan Peralatan; 

f Satuan Tugas; 

g. Kelompok Jabetan Fungsional, 

Bagian Tata Usabasebagaimanadimaksud padaayat{l ), dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BPBD; 

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BPBD;· 
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Pasal 8 

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 
a. SubbagianProgram; 
b. SubbagianKeuangan; 
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
TataUsaha. 

Pasal9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidangprogram, meliputi : koordinasi 
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan 
sistem informasi di lingkungan Sekretariat BPBD. 

PasallO 

SubbagianKeuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan 
keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingktmgan Sekretariat 
BPBD. 

Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi 
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan 
Sekretariat BPBD. 
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Bagian Keempat . 
Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 

Pasal 12 
Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pencegahan DanKesiapsiagaanmempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pencegahan bencana; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikanolehK.ALAKHARBPBD 
sesuai dengan tngas danfungsinya 

' 
Pasal 14 

(1) Bidang PencegahanDan Kesiapsiagaan, membawahkan: 

a. Seksi Pencegahan; 
b. Seksi Kesiapsiagaan. 

(2) · Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah. dan bertanggung j awab kepada Kepala Bi dang 
Pencegahan Dan Kesiapsiagaan. 

Pasal 15 
Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan.dibidang 
pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan 
di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan 
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rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman 
bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam 
penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana. 

Pasal 16 
Seksi Kesiapsiagaanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaankegiatan 
di bidang penyusunan dan uji cobarencana penanggulangankedaruratan 
bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan 
dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data 
akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap. 

Bagian Kellina 
Bidang Penanganan Darurat 

Pasal 17 
BidangPenanganan.Daruratmempunyai tugasmelaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan 
sarana dan prasarana darurat 

Pasal 18 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang Penanganan Darurat mempunyai fimgsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan 
pengungsi; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyediaan sarana clan prasarana darurat; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKALAKHARBPBD 
sesuai dengan tugas dan fimgsinya. 

Pasal 19 
(1) Bidang PenangananDarurat, membawahkan: 

a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi; 
b. Seksi SaranaDanPrasaranaDarurat. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Penanganan Darurat 

Pasal 20 
Seksi Penyelamatan, EvakuasiDanPenangananPengungsi mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan 
penanganan pengungsi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan 
kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, 
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian 
dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, 
dan pemulihan sarana dan prasarana vital. 

Pasal 21 
Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana danrrat, meliputi : fasilitasi, 
koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang pengerahan 
SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, 
pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan 
pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan 
komando untukmemerintahkan iostansi/logistik. 

912 913 



c. 

b. 

um.um, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan 
sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi danresolusi konflik, 
pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan 
ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi 
pelayanan publik. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Logistik Dan Peralatan 

Pasal 27 

Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang penyediaan logistik dan peralatan. 

Pasal28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai fungsi: 

penyiapan bah.an perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyediaan logistik; 

penyiapan bah.an perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan. · 

b. 

a. 

Pasal26 

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
rekonstruk:si, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, 
pembangkitankembali kehidupansosial budaya masyarakat, penerapan 
rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik 
dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi 
sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik 
dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat 

B�anKeenam 
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 

Pasal22 
Bi�RehabilitasiDanRekonstruksimempunyai tugasmelaksanakan 
�n�pan �� kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan 
di bi dang rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Pasal23 
Untuk me�yelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai fimgsi: 
a. penyiapan b� perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang rehabilitasi; 

penyiapan � perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang rekonstruksi; · 

pe� tugaslainyangdiberikanolehKALAKHAR.BPBD 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 24 

(I) BidangRehabilitasi DanRekonstruks� membawahkan: 
a. Seksi Rehabilitasi; 
b. Seksi Rekonstruksi. 

(2) Se�i-se�i �bagaimana dimaksud pada ayat 0), masing­ 
masmg dipunpmolehseorangKepa]a Seksi yang beradadi bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan 
Rekonstruksi. 

Pasal25 
Seksi Rehabili�i mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pe��� keb�Jak� te�s, �mbinaan dan pelaksanaan di bidang rehab�tas1� meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang 
perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana 
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikanolehKALAKHARBPBD 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 
(I) Bidang Logistik Dan Peralatan, membawahkan: 

a Seksi Logistik; 
b. SeksiPeralatan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing­ 
�asing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBidang Logistik 
Dan Peralatan. 

Pasaf 30 

�Logistik�empunyai tugasmelakukan penyiapan baban perumusan 
kebiiekan teknis, pembinaandan pelaksanaan di bidang logistik, meliputi: 
fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih 
dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang clan pelayanan kesehatan, 
pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang danjasa, 
penyediaan dan pendirian dapurumum. 

Pasaf 31 

Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
peralatan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, 
pengerahan, pemeliharaan, perawatan, dan penerima peralatan 
penanggulangan bencana. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasaf 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Pasal33 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) Jumlah JabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang- · 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB ID 
TATAKERJA 

Pasaf 34 

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturanpenmdang-undangan 
yang berlaku clan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal35 

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam 

· melaksanakan tugasnyamemperbatikan prinsip-prinsip manajemen yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugasnya, KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, 
· Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat 
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Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun 
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Pasaf 37 

(1) KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD 
bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannyamasing-masing. · 

(2) KALAKHAR BPBD, KepalaBagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, clan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk clan bertanggungjawab pada atasan masing­ 
masing serta menyampaikanlaporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Sekretariat BPBD yang secara fungsional 
mempmiyai hubungankerja. 

( 4) Setiap lap4oranyang diterimaolehKALAKHARBPBD, Kepala 
Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan, 

Pasaf 38 

KepalaBagian, Kepala Bidang clan PejabatFungsional menyampaikan 
laporan kepada KALAKHAR BPBD dan berdasarkan hal terse but 
Kepala Bagian menyusun laporan berkala KALAKHAR BPBD 
kepada Gubemur melalui SEKDA. 
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BABIV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal39 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal40 

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, 
Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional di lingkungan SekretariatBPBD diangkat dan diberhentikan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41 

Bagan Organisasi SekretariatBPBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

BABVI 

PENUTUP 
Pasal 42 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh KALAKHAR BPBD. 

Pasal43 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan_pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 
ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 101 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 101 TAHUN 2008 
TANG GAL 31 JULI 2008 

KALAKHAR 
BPBD 

SUB BAG PROGRAM 

BAGIAN 
TATAUSAHA 

SUB BAG 
KEUANGAN 

SU8BAG 
UMUMOAN 

KEPEGAWAIAN 

SEKSI 
LDGISTIK 

SEKSI 
PEIW..ATAN 

Bl DANG 
LOGISTIK DAN 

PERALATAN 

BEKSI 
REHABIUTASI 

SEKSI 
REKONSTRUKSI 

BIDANG 
REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 

Bl DANG 
PENANGANAN 

DARURAT 

SEKSI 
PENYELAMATAN, 

EVAKUASI DAN PENA­ 
NGANAN PENGUNGSI 

BEKSI 
SARANADAN 

PRA8ARANA OARURAT 

SEKSI 
PENCE GAHAN 

BIDANG 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Hd 

ALI MUFIZ 


